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RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN" RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pe-
merintah Nomor 20 Tahun 18897 tentang
Fetribusi Daerah sebagal pelaksanaan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1857 ten-—
tang Pajak Daerah dan Eetribusi Daerah,
maka FERetribusi Pemeriksaan dan Penggu-
naan rRumah Potong Hewan Qdidm, Wilayah
Kabupaten Daerah Tingka II EKebumen
reriu disesuaikan

bahwa untuk melaksansl
bagaimans dimaksud
tapkan dengan Peraturan



N

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ten -
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam 1lingkungan Fropinsi Jawa Tengah
jo. Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 18b6 3

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 18974 tentang

‘. Pokok-pokok Femerintahan Di Ilaerah
{Lembaran Negara Tahun 1874 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor J037) ;

W

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acara FPidana {Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209)

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ten-
tang Fajak Daerah dan Retribusi Diaerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) :

8y

Feraturan Femerintah Nomor %7 Tahun 1983
tentang FPelaksanaan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana
{Lembaran Negara Tahun 1983 Nomer 8,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) :

€. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 19§87
tentang Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 36972) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1887 tentang Fenyidik Fegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah :



8. Keputusan Menteri I[l‘alam Negeri Nomor &4
Tahun 18993 tentang EBentuk FPeraturan
liaerah dan Feraturan Daerah Ferubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1887 tentang Frosedur Fengesahan
Feraturan Daerah tentang Fajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1897 tentang Fedoman Tatacara
FPemungutan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1887 tentang Fedoman Tatacara
Femeriksaan di bidang Retribusi Ilmerah ;

et
3V

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 18998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1
dan Daerah Tingkat 11 ;

b
W

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat 11 Kebumen Nomor 3 Tahun 1889 ten-
tang Penyidik Fegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah

. Tingkat II Kebumen (Lembaran Itaerah

Kabupaten Ilaerah Tingkat II Kebumen
Tahun 1989 Nomor 7).

Dengan FPersetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Diaerah
Kabupaten Dlaerah Tingkat I1 Kebumen

MEMUDTUGS K AN
Menetapkan : PFERATURAN DAERAH KABUFATEN DAERAH TINGEAT

II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN .



BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Q

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men;

Pemerintah Daerah adalah Femerintah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Kebumen H

Kepala Dlaerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Kebumen :

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terten-
tu di bidang retribusi daerah sesuai dengan
reraturan perundang-undangan vang berlaku ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yvang me-
liputi persercan terbatas, perseroan komanditer,
perserocan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
rpersekutuan, rerkumpulan, firma, kongsi, kopera-
81, yayasan atan organisasi yang sejenis, lemba-
ga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha iainnya :

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen :

Rumah Fotong Hewan ialah suatu tempat atau ba -
ngunan wmum yang disediakan dan dikelola clehn
Femerintah Daerah serta dipergunakan untuk
memotong hewan ;

Ternak ialah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau -
Domba, Babi dan unggas ;



i. “etrin351 Humah Potong Hewan vang selanjutnva -

sebut retribusi adalah rembayaran atas relava-

nan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan

ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dan sesudah dipotong dipotong, vang

aimiliki dan atau dikelola oleh Femerintah
Daerah ;

Jd. Retribusi Jasa Usaha adalah retrlouql atas Jjasa
vang disediakan oleh Femerintah aerah dengan
menganut prinsip komersial ;

k. Wajik Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yvyang menurut peraturan rerundang-undangan re-
tribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retripvusi, termasuk réemungut atau pemotong
retribusi tertentu ;

1. Burat Ketetapan Retribusi llaerah yang selanjut-
nya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya Jjumlah retribusi yang teru-
tang ;

m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRI' adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

BAB 11
NAMA., OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

-~ ~

Pasal 2

D

T

Dengan nama Retribusi kumah Fotong Hewan dipungut
retribusi qebagal rembayaran atas relayanan rpenye-
diaan fasilitas rumah remotongan hewan ternak
termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong.



Fasal 3

Ubyek Retribusi adalah pelayanan rpenyediaan fasili-
tas rumah pemotongan hewan vang meliputi :
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong ;

& .

b. Pemakaian tempat premotongan.

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang memakal /menggunakan fasilitas Rumah Fotong
Hewan.

Fasal 5

Wadib Retribusi adalah orang atau badan yang
menurut peraturan rerundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB 111
GOLONGAN RETRIRUSI
Pasal &

Retribusi Rumah Fotong Hewan digoleongkan Retribusi
Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGEKAT PENGGUNAAN JAS
Pasal 7

Tingkat penggunaan Jjasa diukur berdasarkan Jjenis
pelayanan dan Jjenis serta dJumiah ternak vang akan
dipotong.
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BAE V
PRINGIF DALAM PENETAFAN RETRIBUSI
Pasal &

Frinsip penetapan tarip Retribusi Rumah Fotong
Hewan didasarkan kepada tujuan untuk mempercleh
keuntungan yang layak sebagai pengganti biava
administrasi, biaya pembangunan dan perawatan rumah
potong hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan
hewan.

BAE VI
STRUKTUR DIAN BESARNYA TARIFP RETRIBUSI
Pasal @

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan Jjenis -
pelayanan, Jjenis dan Jumlah ternak.

(2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) Fasal ini, ditetapkan sebagai

berikut :

] ]

| Ko Jenis r'ezayanan Jenis Ternak Tarip
i |
1
1. |Femeriksaan Resehatan; Sapi/erbau Kp 1.000,00/ekor
an ternak sebeium dan; Babi Rp 1.300,00/ekor
sesudah dipotong Rambing/Tomba Rp  300,00/ekor
fuda Ep 1.000,00/ekor
{ 2. |Pemakaian tempat pe -| Sapi/Rerbau Rp 9.300,00/ekor
] motongan Babi Rp1d.500,00/ekor
Eazbing/Domba  {Rp 1.300,00/ekor
Unggas Rp  100,00/ekor
fuda Ep 9.000,00/ekor
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(3) Hasil retribusi
{Z) Pasal ini.

sebagaimana dimalksud rada ayat
harus disetor ke Kas Daerah.

BAE VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
‘ Retribusi yang terutang

dipungut di wilayah Daerah
tempat pelavanan renyediaan fasilitas rumah remo-
tongan hewan diberikan.
BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Saat retribusi
kannya SKRD at

terutang adalah pada saat ditetap-
au dokumen lain vYang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Fasal 12
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus diba-
var sekaligus.
Retribusi yang terutang dilunasi
batnya 15 (lima belas) hari
kannya GSKRD} atau
kan.

-
2

3

o~

selambat-lam-
sejak diterbit-
dokumen lain

vang dipersama-
Tata cara rembayaran, penyvetoran,
bayaran retribusi diatu

Tempat pem-
r oleh Kepala Daerah.



BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Fasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunyva atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua rersen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Fasal 14

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelalk-
Sanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7
ttujuh) hari sejak saat Jatuh tempo rembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tang-
gal surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis disampaikan Waiib
Retribusi harus melunasi retribusi yang ter-
utang.

{3) Surat teguran, surat reringatan atau surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
vang ditungduk.

BAE XIiI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

~ Pasal 15

(1) Kepala I'aserah dapat memberikan rengurangan. ke-
ringanan dan rembebasan retribusi.



(2
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Tata cars pengurangan. kKeringanan dan pembeba-—
san retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
N

-

BAE X111
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 1€

Fenagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melam-
pauil Jjangka waktu 3 {(tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya retribusi. kecuali
apabila Wadib Retribusi melakukan tindak pidana
di bidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di-
maksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Faksa -
atau ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Re-
tribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAE XIV
KEETENTUAN PIDANA
FPasal 17

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji-
bannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6
{enam) bulan atau denda paling banyak 4 {empat)
kali Jjumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) Pasal ini. adalah pelanggaran.



(1)

BAR XV
FPENYIDIZKAN
Pasal 18

Pejabat Fegawai Negeri Sipil tertentu di ling-
kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyvidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) Pasal ini, adalah :

a. menerima, mencari, mengumpullkan dan menelitci
keterangan atau laporan herkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah
agar kKeterangan atau laporan tersebut menja-
di lengkap dan jelas ;

oy

. meneliti., mencari dan mengumpulkan keterang-
an mengenai corang pribkadi atau badan ten-—
tang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak rpidana retribusi
llaerah tersebut ;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari -
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan do-
kumen-dekumen lain berkenaan dengan tindak
rpidana di bidang retribusi Daeranh

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan -
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan doku-
men-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut

T. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pe-
laksanaan tugas penyidikan tindak pidana 4i
bidang retri-busi Laerah



g. menyuruh berhenti dan atau melarang sese-
orang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas crang dan atau dokumen
vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf

=

h. memotret seseorang yang herkaitan dengan =
tindak pidana retribusi laerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keter anny
dan diperik=sa sebagal tersangka atau saksi ;

J. menghentikan penyidikan ;

)
4

k. melakukan tindakan lain yansg perlu untuk ke-

lancaran penyidikan tindak pidana d4di bidang

Ietrlousi Daerah menurut hukum yang dapat
pertanggungiawabkan.

3o

Penyidik qehagaimana dimaksud pada ayvat (1)
a idika

Pazal ini memberitahukan dimu

dan menyampaikan haszil pen: ka da
Fenuntut Umum., =esuai dengan ketentuan vang
diatur dalam Undang-undang Homor £ Tahun 1881
tentangz Hukum Acara Fidana.

‘%A’:; ;\?T

Fasal lJ




BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal Z0

1984 B Paj di
dengan Persturan Daerah Nomor 14 Tahwn 18995 dinys-
takan dicabut dan tTidsk berlaku lagi.

Peraturan Daersh ini wmulail berlaku pada tanggsl
diundcanghkarn.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, meme

rintahkan pengundangan L’@r*arf ran amerah ini dengan
renempatannya dalam lae i
Daerah Tingkat II Keh

Ditetapkan di Kebumen
rada tanggal Z8 lesember 1898

EWAN PERWAKILAN RAKYAT UA“RA& BUFATI KEPALA DAERAH
PATEN TIAERAH TINGKAT I KEBUMEN TINGKAT II XEBUMEN
Ketua,
tat.d t.t.d

SIDI ADIANTO H. AMIN EO0EDIBYO
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEKAT
KEBUMEN

[an ]
g ]

NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

PENJELASAN UMUM.

Hahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1898, yang mengatur
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Iiaerah Tingkat 11, dimana Retribusi
Rumah Fotong Hewan merupakan salah satu Jjenis Re-
tribusi Daerah Tingkat II, maka untuk dapat memu-
ngut Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut perlu
diatur dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN FASAL T:EMI PASAL.

v ]

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.

-— ooBoo --



